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PUTUSAN
Nomor 0113/Pdt.G/2024/PA.BL
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

al di XXXXXXXXXX

disebut sebagai

XXXXXXXXXX, U Dnline, tempat
Japan Provinsi

iIsebut sebagai

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
0113/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA

Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XxxxxxxxxX, berdasarkan Surat Keterangan

Nomor: Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA
Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Januari
2024,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul
bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian pindah
dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul) dan dikaruniai

2 orang anak bernama :

2.1, XXXXXXXXXX, 1

2.2, XXM

tangga Peng@

karena sering

a Tergugat be

rsikap ikut campur_data

anjing, lonte) kepada Penggugat, bahkan merusak perabotan rumah

tangga;
4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat
menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan
berumah tangga dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat
telah hidup berpisah sejak bulan April 2021 yang terhitung sudah 2 tahun 9
bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX
Kabupaten Blitar dan Tergugat juga meninggalkan rumah kontrakan
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kemudian pulang ke rumah orantuanya di Xxxxxxxxxx Kota Balikpapan

Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga,
terakhir berkomunikasi pada 02 Agustus 2023 dan tidak pernah bertemu
atau berkunjung;

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah 3 (kali) berusaha untuk
menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut sejak terjadi

perselisihan dan pertengkaraggs# G teapmigak berhasil;
7. Bahwa akibat dari agt% ut di atas, maka untuk

) kepada Ketua
Pengadilan Agafhg k menerima,

memeriksa dan putusan yang

1. Mengabulkan §

2. Menjatuhkan t@3 Qi) 8 _ elgugat gx¥xxxx) terhadap

3. Membebankan bia RETKQA S i DETUnddngan yang berlaku;
Subsider : ‘

Atau mohon keadilan ya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor
0113/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024
telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan
ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara

dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Xxxxxxxxxx atas nama Penggugat

menikah pada tahun 20

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian
pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur dan dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis,
karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Orang tua Tergugat

bersikap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik, Tergugat

seringkali marah-marah dengan dengan ungkapan kata-kata yang kasar
dan kotor (seperti, dimana otak mu, matamu, asu, anjing, lonte) kepada
Penggugat, bahkan merusak perabotan rumah tangga;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung telah berusaha untuk memberikan

menikah padl

- Bahwa setéjg!

dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 sudah tidak harmonis,
karena sering berselisin dan bertengkar disebabkan Orang tua Tergugat
bersikap ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik, Tergugat
seringkali marah-marah dengan dengan ungkapan kata-kata yang kasar
dan kotor (seperti, dimana otak mu, matamu, asu, anjing, lonte) kepada

Penggugat, bahkan merusak perabotan rumah tangga;
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- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai Bibi telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi

perkawinan Pend
tidak terbantahkal

Undang-undang Nomor 50 Th ¥, renanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
P

berperkara dengan ;‘.i.:‘--'ié.;’,’.“ 4a_Penggugat secara maksimal

undang Nomor 3 J¢
Nomor 50 Tahun

Menimban@
Tahun 2016 tel
kedua pihak ya

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96:

oS (e aSla M oa e s B g ale Al e il G sl e
AL Ga Y Al g8 ciny ol paliadl

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa

yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
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sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan
bertengkar disebabkan:

a. Orang tua Tergugat bersikap ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, seperti ikut mengatur masalah ekonomi;
b. Tergugat melakukan tindaa RERetaeamyfisik kepada Penggugat seperti

berpendapat
K disangkal dan

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim
menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
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10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 18 Mei 2011 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat
Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
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terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 18 Mei 2011 dan dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 sering

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
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tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih

sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk
didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan
perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada Srslamuiany; un kembali, disisi lain Majelis
Hakim maupun para saksi ‘( \
sehingga perkawinan 1z /
kedua belah pihak ‘. ena itu perkawm*%er @ lebih masalahat

nkan juga tidak berhasil

¥
SD
1
d

rta Skan st Bkan menyengsarakan

diceraikan;

Menimbang

tuntunan dari >I Imam Malik
menegaskan:
9 -
upul&&yjutom)a_}a‘l \..a‘_g‘ way
Artinya: “Tidak Qgleh ““ A ' i 5 gin, balangsiapa yang
memudhgya v Wanb@ dan siapa saja
yang menyli -t,.‘ Ka \RER enyugahkafigya’;

Menirﬁbang,'- bakhw dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka : Y TR tidad : ';"'-‘ mudharat kepada
isterinya begitu juga sebalik — istepi-#0 oleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu

as Sunnah, Juz Il, halaman 249:
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Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap

dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim
dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun
tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah

perkawinan,
1989 tentang
llomor 3 Tahun

. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Abu Syakur, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moch. Anwar
Musadad, M.H., dan Drs. Saifudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota
dibantu oleh Dra. Binti Anipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hagisfETergt

Drs. Moch. Anwar

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

2. Biaya proses

3. Panggilan .

4. PNBP Rp 6-000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Materai Rp 10.000,00
Jumlah ........................ Rp  776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



